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FUNGSI NOTARIS PADA ONLINE SINGLE SUBMISSION DALAM 
MEWUJUDKAN KEMUDAHAN BERUSAHA (EASE OF DOING 
BUSSINESS) DI BIDANG INVESTASI 
 
 
 Tesis ini menganalisa mengenai Fungsi Notaris pada Online Single 
Submission dalam Mewujudkan Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Bussiness) 
di Bidang Investasi. 
 Bab I, menguraikan tentang latar belakang masalah mengenai persoalan 
kebijakan yang tertuang dalam jaminan kepastian hukum karena inkonsistensi 
aturan, inefisiensi birokrasi keseluruhan pelaksanaan aturan, lemahnya penegakan 
hukum, perbedaan standar kenotariatan Indonesia dengan standar Internasional, 
hingga perundang-undangan yang tumpang tindih, menjadikan pertumbuhan 
dunia akan sulit terjadi dengan lemahnya kepastian hukum. 
 Bab II merupakan hasil penetian dan pembahasan dari rumusan masalah 
yang pertama. ketertiban, kepastian, serta perlindungan hukum merupakan hal 
yang mutlak dalam perizinan usaha, terutama dalam mewujudkan Kemudahan 
Berusaha (Ease of Doing Bussiness). Lalu lintas hukum pada kehidupan 
masyarakat memerlukan adanya alat-alat bukti yang akan menentukan dengan 
jelas mengenai hak dan kewajiban perorangan sebagai subjek hukum dalam 
bermasyarakat. Hal demikian diperkuat adanya  fakta empiris yaitu hubungan 
hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain semakin 
kompleks serta semakin mengglobal. Terkait kompleksitas ekonomi, politik serta 
pluralisasi kultur akan memaksa setiap subjek hukum agar bertindak cepat, tepat 
serta berkepastian hukum. Maka dari itu keberadaan akta otentik sudah menjadi 
kebutuhan yang primer pada ruang lingkup semua yang terkait interaksi primer 
mencakup interaksi hukum. politik, ekonomi, politik, hukum, serta interaksi pada  
bidang investasi. Oleh karena itu pengaplikasian OSS diwajibkan dengan 
melampirkan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris diawal penerbitan NIB yang 
menjadi tonggak awal dalam hal perizinan usaha. 
 Bab III, merupakan hasil penetian dari rumusan yang kedua. dalam 
mewujudkan Kemudahan Berusaha, arti penting fungsi akta Notaris maupun 
Notaris itu sendiri meningkat, antara lain lain dalam hal pembuatan dan perubahan 
akta Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri harus 
dibuatkan akta terlebih  dahulu dan mendapat pengesahan Menkumham sebelum 
pengajuan perizinan usaha. Selain itu, Notaris memerlukan pengecekan rencana 




diperlukannya ketelitian dan pemahaman tentang Daftar Negatif Indonesia. 
Beberapa hal tersebut menjadi penunjang primer dalam pembuatan maupun 
perubahan perizinan usaha. UUJN  dan Kode Etik Notaris yang mengatur 
Notaris  terkait pasar modal di Indonesia adalah fungsi seorang Notaris sebagai 
profesi penunjang pasar modal yang bukan hanya bertanggung jawab terkait isi 
dan legalitas akta yang dibuatnya mengenai pasar modal seperti menyusun 
keputusan rapat umum pemegang saham, membuat berita acara rapat, pembuatan 
akta penjamin efek serta meneliti perubahan anggaran dasar namun juga 
mengakomodasi kepentingan dari kedua belah pihak yakni kliennya serta pasar 
modal agar memberikan rasa aman sekaligus kepastian hukum dari semua 
tindakan hukum yang telah dibuatnya. Tidak hanya itu, kerahasiaan informasi 
mengenai isi akta serta para pihak wajib dijaga Notaris dengan tidak sewenang-
wenang menggunakan jabatannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, 
organisasi ataupun pihak lainnya. Selain hal terkait dengan jabatannya, sebaiknya 
seorang Notaris dalam menjalankan praktek Notaris di pasar modal, untuk dapat 
menjalankan fungsi sebagai profesi penunjang notaris selain diangkat sebagai 
Notaris berdasarkan UUJN, wajib memenuhi persyaratan yang telah diatur pada 
peraturan Nomor VIII.D.1 mengenai  Pendaftaran Notaris yang melakukan 
kegiatan di Pasar Modal sesuai dengan Lampiran Keputusan Ketua Badan 
Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep- 37/Pm/1996 yaitu seorang Notaris yang 
melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di 
Bapepam dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini. 
Notaris juga  wajib memiliki keahlian pada bidang Pasar Modal, serta persyaratan 
keahlian yang dapat dipenuhi dengan mengikuti program latihan yang diakui 
Bapepam serta  sanggup terus menerus mengikuti program Pendidikan Profesi 
Lanjutan (PPL) pada bidang kenotariatan serta peraturan perundang-undangan 
pada bidang Pasar Modal serta yang terakhir  sanggup melakukan pemeriksaan 























The Function of Notarial Deed in Manifesting Ease of Doing Bussiness in 
Investment 
 
Ease in conducting business in some country becomes essential factor for 
the economic growth of some country including Indonesia. This condition 
encourages the state to implementing a programe called Ease of Doing 
Business.  This program requires authentic deed publishes by notary public in 
which this deed will be used as authentic evidence which holds legal position in 
related to the establishment of legal venture.  Furthermore, the development of 
ease in conducting business is supported by the role of notary public who is 
appointed by the state as party who eligible in publishing authentic deed.  
The present research aims to elaborate further about legal position of 
notary public as public official in manifesting the ease in conducting business and 
legal function of notarial deed related to this program.  
The method used in the present study is a normative legal research, namely 
legal research which is conducted by examining the library materials or 
secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, 
namely the law and conceptual approaches. 
The present study concludes that ease in conducting business that is 
promoted by the Indonesian government aims to develop stable economic 
growth.  It can be seen from the determination of notary public fare in publishing 
authentic deed for the establishment of legal venture for micro, small and medium 
enterprises.  Furthermore, in supporting this program, notary public holds 
essential role related to issuance of authentic deed for micro, small and medium 
enterprises.  
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1. Ketertiban, kepastian, serta perlindungan hukum merupakan hal yang 
mutlak dalam perizinan usaha, terutama dalam mewujudkan 
Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Bussiness). Lalu lintas hukum 
pada kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat-alat bukti yang 
akan menentukan dengan jelas mengenai hak dan kewajiban 
perorangan sebagai subjek hukum dalam bermasyarakat. Hal demikian 
diperkuat adanya  fakta empiris yaitu hubungan hukum antara subjek 
hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain semakin kompleks 
serta semakin mengglobal. Terkait kompleksitas ekonomi, politik 
serta pluralisasi kultur akan memaksa setiap subjek hukum agar 
bertindak cepat, tepat serta berkepastian hukum menjadikan 
keberadaan akta otentik sebagai kebutuhan primer pada ruang semua 
lingkup yang terkait interaksi primer mencakup interaksi hukum. 
politik, ekonomi, politik, hukum, serta interaksi pada  bidang 
investasi. Oleh karena itu pengaplikasian OSS diwajibkan dengan 
melampirkan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris diawal 
penerbitan NIB yang menjadi tonggak awal dalam hal perizinan 
usaha. 
2. Dalam mewujudkan Kemudahan Berusaha, arti penting fungsi akta 
Notaris maupun Notaris itu sendiri meningkat, antara lain lain dalam 
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hal pembuatan dan perubahan akta Penanaman Modal Asing maupun 
Penanaman Modal Dalam Negeri harus dibuatkan akta terlebih  
dahulu dan mendapat pengesahan Menkumham sebelum pengajuan 
perizinan usaha. Selain itu, Notaris memerlukan pengecekan rencana 
investasi dengan modal yang disetor khususnya Debt Equity Ratio 
(DER), serta diperlukannya ketelitian dan pemahaman tentang Daftar 
Negatif Indonesia. Beberapa hal tersebut menjadi penunjang primer 
dalam pembuatan maupun perubahan perizinan usaha. 
4.2  Saran 
1. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai OSS sebagai 
perwujudan Kemudahan Berusaha (EODB), tidak hanya kepada 
pelaku usaha, namun kepada seluruh lapisan masyarakat. Bagi kota-
kota kecil, bupati/walikota dituntut memberikan penjelasan yang 
komprehensif berkaitan berlakunya system OSS dalam mengurus 
perizinan usaha, dan urgensi berlakunya system OSS yang diatur pada 
pada PP 24/2018 dijadikan dasar hukum pelaksanaan perizinan usaha 
di seluruh kota Indonesia. Selain itu pemerintah diharapkan dapat 
mengkaji ulang mengenai input Akta Pendirian saat melakukan 
pendaftaran NIB, apabila Notaris baru yang telah membuat Akta 
Perubahan Anggaran Dasar akan melakukan pendaftaran izin usaha 
(Notaris lama yang membuat Akta Pendirian pada saat pertama kali 
tidak bisa dihubungi atau sudah meninggal). 
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2. Notaris harus mampu menempatkan diri serta lebih berhati-hati dalam 
menjalankan tugas jabatan agar dapat mengimplementasikan dan 
mensuksekan program pemerintah dalam memberikan kemudahan 
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